





A. Kesimpulan  
Pelaksanaan kepemilikan rumah panggung sebagai rumah tinggal di 
atas laut khususnya di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna belum diatur karena  
pemerintah pusat belum mengeluarkan peraturan mengenai pelaksanaan 
kepemilikan rumah panggung sebagai rumah tinggal di atas laut. Ke 
sembilanbelas responden tidak mempunyai hak atas tanah untuk rumah 
panggung di atas laut yang mereka miliki. Para responden hanya memiliki hak 
memakai yang mereka peroleh dengan cara mengajukan permohonan 
mendirikan rumah panggung di atas laut sebagai rumah tinggal ke Kantor 
Kelurahan dan Kantor Kecamatan. 
Responden yang mengajukan permohonan mendirikan rumah 
panggung di atas laut harus membawa beberapa persyaratan yaitu membawa 
surat pengantar dari ketua Rukun Tetangga untuk dibawa ke Kantor 
Kelurahan Pulau Sedanau. Dari Kantor Kelurahan akan dikeluarkan surat 
rekomendasi untuk Kantor Kecamatan dan dari Kantor Kecamatan akan 
ditindaklanjuti untuk dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah 
diperoleh Ijin Mendirikan Bangunan maka pemohon kembali ke Kantor 
Kelurahan Pulau Sedanau untuk diproses menjadi Surat Keterangan Tanah 
(Alas Hak) yang nantinya surat tesebut menjadi surat bukti kepemilikan 





1. Pemerintahan pusat diharapkan segera mengeluarkan peraturan mengenai 
kepemilikan rumah panggung di atas laut sebagai rumah tinggal, agar 
membantu pemertintahan daerah mempunyai dasar hukum yang pasti 
dalam memberikan hak kepemilikan bagi setiap warga yang mendirikan 
rumah tinggal di atas laut. 
2. Perangkat pemerintahan Pulan Sedanau agar lebih giat lagi dalam 
memberikan sosialisasi kepada masyarakat Pulau Sedanau yang 
disampaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna yang menyangkut 
informasi mengenai rumah panggung di atas laut. 
3. Masyarakat Pulau Sedanau harus lebih lagi membuka wawasan dan 
kesadaran akan pentingnya keadaan rumah yang ditempati sebagai tempat 
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